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Judul skripsi ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
Tentang Didiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas Pegawai Negeri Sipil 
yaitu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab akan tugas dan 
kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai perilaku dan sikap sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan sangatlah penting guna kelancaran tugas 
negara. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, pemerintah 
menetapkan sebuah peraturan tentang disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimana peraturan 
tersebut berisi sebuah kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap 
Pegawai Negeri Sipil.  
Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya,Bagaimana 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak di tinjau 
dari fiqh siyasah. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah Peraturan Pemerintah tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri 
Sipil sudah sesuai dengan apa yang telah di terapkan di Kantor Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Siak dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh 
Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), sifat 
penelitian ini bersifat deskritif. Proses pengumpulan data dalam penelitian, 
menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dalam 
menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan 
menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama 
pelaksanaan pada pasal 3 dan 4 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sudah 
terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pegawai yang melakukan 
pelanggaran seperti pelanggaran terhadap jam masuk kerja dan tidak mengikuti 
apel pagi. Namun, semua pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut sudah di 
berikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010. 
Hasil tinjauan fiqih siyasah di dalam  permasalahan ini terkait kaidah 
siyasah suturiyah yang mana kaidah dusturiyah membahas tentang hubungan 
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Namun setelah dilaksanakan 
peraturan pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga 
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A. Latar Belakang 
Dalam konteks yang lebih luas, Negara mempunyai tujuan nasional 
yang hendak dicapai, khususnya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 alinea IV, yaitu : membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 




Penegasan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan 
nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, 
baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk 
benda,karena negara tidak dapat melakukannya sendiri.
2
 Hal tersebut 
memiliki arti bahwa tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam 
masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokrasi, 
makmur, adil, dan bermoral tinggi. Upaya yang harus dilakukan negara dalam 
mencapai tujuan nasional, yaitu dengan peningkatan kualitas manusia 
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 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia (edisi kedua), (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2017), cet.ke-1,  hlm. 7. 
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(masyarakatnya) secara berkelanjutan, berlandasan kemampuan nasional 




Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai ASN menurut 
Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan 
salah satu aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi 
masyarakat menurut bidangnya masing-masing. ASN yang baik, jujur serta 
disiplin merupakan pegawai pemerintah yang sangat diharapkan masyarakat 
saat ini, agar terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan baik dan teratur 
sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
”Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan ASN. ASN diserahi 
tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas 
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan 
publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan ASN. Adapun tugas 
pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi 
umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, 
kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka 
pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui 
pembangunan bangsa (cultural and political development) serta 
melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and sicial 





Sehingga yang kita harapkan saat ini adalah ASN yang setia kepada 
negara, Pemerintahan seharusnya bersatu padu, bermental baik, berwibawa, 
berdaya dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta mempunyai kesadaran 
tinggi akan tugas, tanggung jawab dan perilaku sesuai dengan kode etik ASN 
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 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, op. cit, hlm. 7.  
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yang tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi 
masyarakat. 
Kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembangunan di 
berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan 
dengan baik apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
berkualitas, ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang 
mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan 
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5
 
Secara normatif, pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 
diarahkan sebagai alat pemerintah guna mengoperasionalisasikan komponen 
kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna 
terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk 
pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara.
6
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya 
manusia. Aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok Pegawai 
Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap 
disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh 
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, 
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 Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), 
cet. ke-3,   hlm. 329. 
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profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta 
mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
7
 
Kedisiplinan merupakan fungsi terpenting karena semakin baik 
disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa 
disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. 
Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 
semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 
Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan atau pegawai datang dan 
pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, 
mematuhi semua peraturan perusahaan atau perkantoran dan norma-norma 
sosial yang berlaku. 
Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, 
karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan 
atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci 




Kurang disiplinnya PNS masih sering terlihat kasat mata dalam 
keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat dari masih adanya PNS yang terlambat 
masuk kerja, pulang lebih awal, berkeliaran di saat jam kerja dan membolos. 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah 
adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 





 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta; 





menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 




Pelanggaran disiplin sesuai Pasal 1 angka 3 adalah setiap ucapan, 
tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban 
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam 
maupun di luar jam kerja.
10
 Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau 
perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk 
gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Ucapan 
adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh 
orang seperti dalam rapat, ceramah, melalui telepon, TV, atau alat 
komunikasi lainnya. Perbuatan adalah setiap tingkahlaku, sikap atau 
tindakan.
11
Faktor penyebab terjadinsya ketidakdisiplinan ini karena 
pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dilakukan dan dijatuhkan selama ini 
tidak berjalan secara optimal.Hal ini bisa juga menjadi indikasi penilaian 
kerja di jajaran PNS masih berdasarkan “suka tidak suka”, sehingga masih 
jauh dari harapan profesionalisme.
12
 
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 
merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi 
landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. 
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 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai 




Sri Hartini, Tedi Sudrajat, op. cit. hlm. 171.  
12 https://bangka.tribunnews.com/2014/03/22/menegakkan-disiplin-pns. (diakses Tanggal 





Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada 
masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya. 
Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa 
tanggung jawab terhadap sesuatu yang sedang diamanahkan kepada kita, 
sedangkan amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk 
dilaksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT. QS. al-Anfal (8) : 
27 
َٰٓأَيُّهَاٱلَِّذيهََ ََيَ  َتَُخىوُىْا َََل َََءاَمىُىاْ ُسىلََوَََٱّللَّ ََوأَوتُۡمََٱلرَّ تُِكۡم ىَ  َأََم  اْ َوتَُخىوُىَٰٓ
 ٧٢َتَۡعلَُمىَنَ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 




Bahwasanya Islam telah memerintah setiap pemimpin untuk 
mengemban amanah dengan baik. Akan tetapi tidak setiap pemimpin 
melaksanakan hal tersebut, seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi 
masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah 
diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak dipungkiri 
sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan 
pelanggaran disiplin seperti tidak melaksanakan ketentuan jam kerja, tidak 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan New Cordova,(Bandung: CV 





mengkuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lain yang 
menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan 
berlakunya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin tersebut, 
diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. 
Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi. Tanpa sikap disiplin 
yang baik dari Pegawai Negeri Sipil, sulit pemerintah untuk mewujudkan 
tujuannya. 
Kabupaten Siak telah ikut serta dalam mengimplementasikan 
peraturan disiplin Pegawai Negeti Sipil, bahkan bupati Siak sendiri telah 
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemotongan 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pemotongan Uang 
Transportasi tenaga Non PNS yang melanggar disiplin ringan (ketentuan jam 
kerja) guna sebagai penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ringan 
yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Siak, termasuk salah satunya 
Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Pegawai 
Negeri Sipil di Kabupaten Siak khususnya di Dinas Pekerjaan Umum untuk 
melakukan hal-hal yang melangar peraturan tersebut. 
Dari data yang didapat sebanyak 113 orang pegawai negeri sipil yang 
ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Hampir dua puluh persen dari 
jumlah tersebut masih ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Disini juga 
saya sudah ada menanyakan langsung dengan salah satu staf yang ada di 









Kaitannya dengan Hukum Islam atau Fiqih Siyasah adalah jalanilah 
tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui 
dan melhat apa-apa saja yang hamba-Nya kerjakan. Menjalani amanah 
memang sangat susah dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas 
hanya orang-orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya 
dengan benar, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah 
akan memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya 
di hari akhir sebagai peneyesalan di hari kiamat. 
Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian ilmiah 
melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu 
maka penulis memilih judul : “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Siak Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan 
yang tinggi, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil  dan 
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Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Siak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak? 
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Siak? 
3. Bagaimana tinjuan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu 
tujuan yang diharapakan mempu dicapai yaitu : 
a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas 





b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
c. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
2. Kegunaan Penelitian 
Peneliti mengharap dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, 
yaitu : 
a. Kegunaan Teoritis : diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
pemahaman bagi pembaca mengenai kedisiplinan pegawai 
ASN/PNS, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan 
penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari 
dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum 
Tata Negara (Siyasah) dan salah satu dalam mencapai gelar sarjana 
hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
b. Kegunaan Praktis : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 
pemikiran yang positif bagi penulis dan khususnya bagi pembaca 
pada umumnya yaitu tentang kedisiplinan pegawai ASN/PNS, 
memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang 






E. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
penelitian lapangan merupakan penelitian yang pengumpulan data atau 
informasinya dilaksanakan secara langsung kepada para responden 
dilapangan atau di tempat responden beraktivitas.
15
 Jadi penulis 
mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di 
perkantoran dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala sosial. Adapun 
objek penelitian lapangan tersebut adalah di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Dan responden yang 
dijadikan subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak serta pegawai yang bersangkutan dalam melakukan 
upaya-upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. 
Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan pemerintah 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak. 
3. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi 
Populasi adalah jumlah keseluruhan respomden sebagai subjek 
penelitian dengan jumlah yang sama dan ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari kemudian ditark kesimpulannya.
16
 Dalam proposal ini 
populasi nya adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Siak yang berjumlah 113 orang. 
b. Sampel 
Sampel yang digunakan adalah PurposiveSampling , sampel 
diambil berdasarkan tujuan tertentu sehingga tujuan tersebut bisa 
terpenuhi.
17
 Adapun sampel yang digunakan terdiri dari: Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum, dan 23 orang dari Staf Pegawai Negeri Sipil yang 
ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. 
4. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya 
langsung.
18
 Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. Dengan mengadakan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah 
ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau 
sumber data pelengkap berfungsi sebagai pelengkap data-data yang 
diperlukan oleh data primer.
19
  Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library research). Studi 
                                                             
16
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 
Cet. ke-2, hlm. 43. 
17
 Ibid., hlm. 77. 
18
 Adnan Mahdi Mujahid, op. cit, hlm. 132. 
19





kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah 
pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 
mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang 
menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya 
yang mempunyai hubungan denagn permasalahan yang akan dibahas. 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode 
sebagai berikut: 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 
fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang 
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
20
 
Observasi ini di laksanakan untuk melihat dari dekat tentang 
kebenaran yang disampaikan oleh responden, jenis observasi yang 
digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini di maksudkan 
untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial kpegawaian. Adapun yang 
menjadi bahan observasi adalah kedisplinan ASN atau PNS di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Siak menurut Fiqih Siyasah. 
b. Metode Interview (wawancara) 
Metode Interview adalah wawancara bebas terpimpin yaitu 
pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 
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Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh 
pemahaman mengenai pandangan atau prespektif seseorang terhadap 
isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan 
tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini 
dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian.Yang akan penulis 
wawancarai ialah Kepala Dinas, Sekretaris, Kassubag Kepegawaian 
dan beberpa pegawai yang ada d Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Siak. 
c. Studi Dokumen 
Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 
akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau 
tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
22
 
Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok 
masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari 
kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah 
yang peneliti ambil. 
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6. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 
kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek 
normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskritif analisis yaitu 
“menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan 
satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”
23
 dari hasil 
analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu 
cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 
atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 
 
F. Sistematika Penilitian 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab 
yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang 
meliputi sejarah, landasan terbentunya Kabupaten Siak, kondisi 
geografis, visi misi, umlah penduduk, kondisi agama, kondisi 
pendidikan, ruang lingkup dinas pekerjaan umum, jumlah 
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pegawai dan struktur organisasi yang ada di Dinas Pekerjaan 
Kabupaten Siak. 
BAB III LANDASAN TEORI TERHADAP DISIPLIN PNS 
 Pembahasan ditujukan pada teori yang berisi penjelasan 
mengenai pengertian Pegawai Negeri Sipil, pengaturan hukum 
pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan disiplin 
kerja Pegawai Negeri Sipil, hak dan kewajiban Pegawai Negeri 
Sipil, objek penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil serta Tinjauan Fiqih Siyasah. 
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA 
 Pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. 
Dimana pada bab ini akan dimuat mengenai pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 
kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Kabupaten Siak 
Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja 
Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putera Raja Johor 
(Sultan Mahmus Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan 
berada di Buantan. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada 
dibawah kekuasaan Johor. Namu hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang 
memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk 
memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.
24
 
Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud 
Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong 
pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam 
perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan 
Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor 




Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil 
merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut 
kembli oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan 
Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku 
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Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara 
yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, 
maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor 
mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan 
dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan(anak 
Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun, 
pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan.
26
 
Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan 
pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali 
lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan 
Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak 
dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai 
akhirnya masa pemerintah Sultan Siak terakhir.
27
 
Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim 
Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah 
istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana 
Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa 
pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini tidak mengalami kemajuan terutama 
dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke 
Eropa yaitu Jerman dan Belanda.
28
 
Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan 
sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syaruf Kasim dan baru 











pada tahun1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar 
Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan 
nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan 
diproklamsikannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun 
mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian 
beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung 
dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta 
uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak 
dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 196 kembali ke Siak dan mangkat 
di Rumbai pada tahun 1968.
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Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama 
Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 
1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan 
sebagi seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif 
Kasim II terletak di tengah Kota SiakSri Indrapura tepatnya di samping 
Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.
30
 
Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kaupaetn Siak ini 
merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang 
kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun  1999 
berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura 















B. Landasan Terbentuknya Kabupaten Siak 
Pembentukan Pemerintah Kabupaten Siak dikukuhkan dengan 
Undang-Undang No. 53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) 
Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. 
Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang 
Bupati/Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Dalam 
melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan dibantu oleh 3 (tiga) organisasi 
yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) dan Badan Pengawas. 
Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Siak sebanyak 14 kecamatan 
yang terdiri dari 131 desa/kelurahan pada tahun 2018.Hingga Desember 
2018, tercatat sebanyak 5.701 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di 





C. Kondisi Geografis Kabupaten Siak 
Secara asronomis, Kabupaten Siak terletak antara 116‟30‟‟ – 020‟9” 
Lintang Utara dan 10054‟21” - 10214‟59‟ Bujur Timur. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Siak memiliki batas-
batas; UtaraKabupaten Bengkalis; SelatanKabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Barat  Kabupaten Bengkalis, 
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Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; Timur 
Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. 
Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian 
timur dan sebagian daratan tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur 
tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta 
tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. 
Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25 32 
Celsius. 
Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah 
Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang 
tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila 
dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik. 
Pada tahun 2018, Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan yaitu : 
1. Kecamatan Siak 
2. Kecamatan Mempura 
3. Kecamatan Dayun 
4. Kecamatan Bunga Raya 
5. Kecamatan Sungai Mandau 
6. Kecamatan Sungai Apit 
7. Kecamatan Sabak Auh 
8. Kecamatan Minas 
9. Kecamatan Kandis 





11. Kecamatan Koto Gasib 
12. Kecamatan Kerinci Kanan 
13. Kecamatan Lubuk Dalam 
14. Kecamatan Pusako.33 
 
D. Visi Misi Kabupaten Siak 
1. Visi Kabupaten Siak 
Visi membangun Kabupaten Siak sebagai rumusan umum 
mengenai kedaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan 
pembangunan 5 (lima) tahun 2016-201 dan mrupakan bagian dari visi 
RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut : 
Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan 
Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan 
Kabupaten Siak Sebagai tujuan Pariwisata di Sumatera. 
2. Misi Kabupaten Siak 
Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak 
dirumuskan sebagai berikut : 
a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, 
berakhlak, beriman dan bertaqwa. 
b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama 
kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan 
lingkungan. 
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c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing 
melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, 
perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif 
lainnya. 
d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing. 
e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta 




E. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak 
Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 
dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah 
dilaksanakan sebanyak enam kali sejakIndonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 
1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.
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Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan responden 
dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual 
residence, yaitu konsep di mana penduduk menggunakan konsep usual 
residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tiggal. Bagi 
penduduk yang bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal 
tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang 
tidak bertempat tinggal tetap dicacah di temat di mana mereka ditemukan 















Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna 
wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, 
masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai 
tempat tinggal tetap dan sedang berpergian ke luar wilayah lebih dari enam 
bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tinggalnya, 
tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan 
sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. 
Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan 
pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, 
kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2045 
menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.
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Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 
sebanyak 477.670 jiwa yang terdiri atas 24.985 jiwa penduduk laki-laki dan 
232.685 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 
penduduk Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan pertahun sebesar 2,93. 
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-
laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.
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Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2018 mencapai 56 
jiwa/km
2
. Kepadatan Penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan 
kepadatan sebesar 392 jiwa/km
2
 dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau 
sebesar 7 jiwa/Km
2.39 











F. Kondisi Agama 
Kabupaten Siak didiami oleh sejumlah penduduk berbagai latar 
belakang agama dan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten 
Siak menurut agama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten 
ini merupakan penganut agama islam yaitu sebanyak 400.039 jiwa (81,31%). 
Hanya sebagian kecil penduduk yang beragama Hindu dan Konghucu yaitu 
masing-masing sebanyak 284 jiwa (0,06) dan 131 jiwa (0.03). Di Kabupaten 
Siak toleransi antar agama cukup baik dan saling menghormati dilihat dari 
tidak adanya pertikaian yang timbul antar umat beragama dari tahun ketahun. 
Jumlah penduduk menurut agama dan kecamatan dapat dilihat padaTabelII.1 
di bawahini. 
Tabel II.1 
Jumlah Penduduk di Kabupaten Siak Menurut  
Agama danKecamatanPer Desember 2013 
No. Kecamatan 
Jenjang Agama 
Islam Kristen Khatolik Hindu Budha Konghucu Lainnya 
1 Siak 25.149 993 68 1 1.152 - 129 
2 Sungai Apit 29.222 762 18 7 1.261 125 20 
3 Minas 24.102 9.585 586 1 10 - 36 




7.343 94 18 - - - - 
6 Dayun 28.165 5.569 522 5 - - 10 
7 KerinciKanan 24.725 2.539 296 30 3 - - 
8 Bunga Raya 25.976 477 98 3 51 - - 
9 Koto Gasib 21.690 2.390 170 - 36 - - 
10 Kandis 58.132 26.028 2.470 204 234 - 6 
11 LubukDalam 16.772 4.143 464 - 2 - 2 
12 SabakAuh 12.524 88 21 - 269 - - 
13 Mempura 16.034 538 49 1 45 - - 
14 Pusako 6.415 246 54 - 17 - - 
Jumlah 400.039 78.945 7.579 284 4.786 131 203 






Sarana peribadatan di Kabupaten Siak baik yang dibangun oleh 
pemerintah maupun masyarakat terdiridari masjid, mushalla / langgar, gereja, 
church, vihara, pura, dankelenteng.Sebagai agama mayoritas yang dianut oleh 
masyarakat Kabupaten Siak, fasilitas sarana peribadatan agama islam seperti 
masjid dan mushalla / langgar lebih banyak dari pada fasilitas sarana 
peribadatan agama lainnya. Secara keseluruhan jumlah masjid di 
KabupatenSiak yang terbesar padamasing-masing kecamatan untuk tahun 
2013 sebanyak 434 buah dan mushalla/langgar sebanyak 522 buah. Jumlah 
sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Siak untuk tahun 2013 dapat 




Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Siak  






Gereja Church Vihara Pura Kelenteng 
1 Minas 22 32 1 11 0 0 0 
2 Kandis 47 20 5 57 0 1 0 
3 Siak 18 27 0 3 1 0 0 
4 Sungai Apit 36 25 0 1 0 0 2 
5 Sungai Mandau 20 3 0 0 0 0 0 
6 KerinciKanan 34 103 2 11 0 1 0 
7 LubukDalam 14 59 3 14 0 0 0 
8 Tualang 77 40 2 29 2 0 1 
9 Koto Gasib 42 28 1 5 0 0 0 
10 Dayun 36 78 1 11 0 0 0 
11 Bunga Raya 29 52 0 0 0 0 0 
12 Mempura 23 19 0 0 0 0 0 
13 SabakAuh 22 25 0 1 0 0 1 
14 Pusako 14 11 0 3 0 0 0 
Jumlah 434 522 15 146 3 2 4 
Sumber :Kabupaten  Siak Dalam Angka 2014 
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G. Kondisi Pendidikan 
Undang-undang Dasar Negara RI 1945, salah satunya 
mengamanatkan bahwa tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya setiap warga Negara diberi 
kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tigginya. Dengan 
pendidikan yang tinggi, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat 
meningkat sehingga kita siap untuk dapat bersaing menghadapi situasi dan 
kondisi yang selalu mengalami perubahan.
41
 
Berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta 
Kementrian Agama, ada semester ganjil tahun 2018 di Kabupaten Siak 
terdapat sebanyak 226 Sekolah Dasar, 20 Madrasah Ibtidaiyah, 103 Sekolah 
Menengah Pertama, 38 Madrasah Tsanawiyah, 35 Sekolah Menengah Atas, 
22 Madrasah Aliyah, dan 25 Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan tenaga 
pengajar di Kabupaten Siak sebanyak 3.283 orang guru Sekolah Dasar, 215 
guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.480 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 396 
guru Madrasah Tsanawiyah, 821 orang guru Sekolah Mengah Atas, 223 guru 
Madrasah Aliyah, dan 551 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan. 
Jumlah murid kanak-kanak di Kabupaten Siak pada tahun 2018 
sebanyak 9.832 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 58.693 orang, 3.454 
orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 22.421 orang murid Sekolah Menengah 
Pertama, 4.637 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 12.480 orang murid 
                                                             







Sekolah Menengah Atas, 1.933 orang murid Madrasah Aliyah, dan 7.243 




H. Sejarah Pekerjaan Umum 
Istilah “Pekerjaan Umum “ adalah terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut 
Waterstaat swerken. Di lingkungan pusat pemerintahan dibina oleh Dep Van 
Vekeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari dua Dept. 
Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang 




Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai 
berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik 
pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah. 
Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, 
maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan 
Umum pada waktu itu (1945 ) berpusat di Abndung, dengan mengambil 
tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama “gedung Sate).
44
 
Ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak meliputi 
pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengairan. Infrastruktur jalan 
sangat penting karena merupakan salah satu urat nadi kelancaran lalulintas 
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I. Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum 
1. Visi : 
“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan 
Berwawasan Lingkungan” 
2. Misi : 
Strategi Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
a) Peningkatan layanan sistem jaringan transportasi. 
b) Peningkatan layanan sistem jaringan sumber daya air. 
c) Peningkatan layanan sistem jaringan sarana prasarana perumahan dan 
kawasan permukiman. 
d) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. 
  Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: 
a) Meningkatkan layanan sistem jaringan jalan. 
b) Meningkatkan layanan angkutan darat dan air. 
c) Meningkatkan layanan irigasi pertanian. 
d) Meningkatkan bangunan air pengendali banjir dan abrasi. 
e) Meningkatkan layanan air minum perpipaan dan non perpipaan. 
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f) Meningkatkan layanan pengolahan air limbah. 
g) Meningkatkan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman. 




J. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum 
Tabel II.3 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan di  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Tahun 2019 
No. Pendidikan Jumlah 
1 SMP 4 Orang 
2 SMA 44 Orang 
3 DIII 4 Orang 
4 S1 53 Orang 
5 S2 8 Orang 
Jumlah 113 Orang 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019 
Tabel II.4 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan di Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Siak Tahun 2019 
No. Golongan Jumlah 
1 I/a 1 
2 I/b 0 
3 I/c 1 
4 I/d 3 
5 II/a 1 
6 II/b 8 
7 II/c 29 
8 II/d 5 
9 III/a 12 
10 III/b 12 
11 III/c 23 
12 III/d 12 
13 IV/a 4 
14 IV/b 1 
15 IV/c 1 
Jumlah 113 Orang 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 2019 
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Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
 





LANDASAN TEORI TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
A. Pengertian  
1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, 
meskipun arti  yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal 
dari bahasa latin “Disciplin” yang berarti latihan atau pendidikan 
kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin 
berkaitan dengan pengembanagan sikap yang layak terhadap pekerjaan.
47
 
Di dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan disiplin adalah “sikap mental yang tercermin 
dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat 
berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang 




Sutopo Yuwono di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar 
Produks, diungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang 
atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau 
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Alfred R. Lateiner dan I. S. Levine telah memberikan definisi 
antara lain, disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di 
tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
50
 
Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai 
tersebut di atas, A. S. Moenir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah 
ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak 
memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.
51
 
Kaitannya dengan kedisiplinan, Astrid S. Susanto juga 
mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka 
disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : 
a. Disiplin yang bersifat positif 
b. Disiplin yang bersifat negatif52 
Yang merupakan tugas seorang pemimpin untuk mengusahakan 
terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan demikian 
dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif. 
Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau 
tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, 
adapun disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang 
disebabkan oleh adanya takut akan hukuman. 
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Adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut . S. Levine, 
adalah: 
Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila 
mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka 
mempergunkan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila 
menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau 
perusahaan, dan selesai pada waktunya.
53
 
Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolak ukur 
pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut : 
a. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja. 
b. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata 
tertib yang berlaku. 
c. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda 
pengenalan instansi. 
d. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan 
kantor dengan penuh hati-hati. 
e. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.54 
Selanjutnya untuk memperjelas arti dan makna disiplin kerja, Alex 
S. Nitisemito anatara lain mengemukakan, bahwa kedisiplinan lebih dapat 
diartikan suatu siap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan 
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peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi 
yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
55
 
Adapun menurut peraturan displin Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No. 43 Tahun 
1999, ada beberpa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :  
a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang berlaku, serta melakukan perintah-perintah kedinasan 
yang diberikan atasan yang berhak. 
b. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan 
pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
c. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-
baiknya. 
d. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, 
sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.
56
 
Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara 
nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam 
suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan 
saja melainkan juga tanggung jawab yang diberkan oleh organisasi, 
berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektif pegawai akan meningkat 
dan bersikap serta bertingkah laku disiplin. 
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Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan 
yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian pegawainya dalam 
kenyataan, bahwa suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya 
menaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai 
sudah dapat ditegakkan. 
2. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, 
serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang 
bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin 
yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu 
kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran 
dalam menjalankan tugas. 
Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin 
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : 
a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaga Negara Tahun 1974 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 
3041). 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan 
Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara 
Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201). 






d. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 
Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang 
menjadi Anggota Partai Politik. 
e. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan 
Kepegawaian. 
f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 
23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, 
diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai 
Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 
Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa dukungan oleh 
sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan 
adanya pembinaan para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan 
di dalam penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar 
Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan 
berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara 
menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi 
Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di 
Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.
58
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Selain itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan 
Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan 
sasaran untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa. 
3. Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
Kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib 
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra 
Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 golongan, yaitu : 
a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan 
b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu 
tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai 
negeri pada umumnya; 
c. Kewajiban-kewajiban lain.59 
Bicara mengenai hak, maka langkah-langkah yang ditempuh suatu 
organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan 
pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada 
kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun 
masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja 
dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan 
adanya jaminan di hari tua (pensiun).
60
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam BAB VI Hak dan 
Kewajiban. Pada pasal 21 disebutkan PNS berhak memperoleh : 
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a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 
b. Cuti; 
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 
d. Perlindungan; dan 
e. Pengembangan kompetensi 
Kemudian di Pasal 22 disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh : 
a. Gaji dan tunjangan; 
b. Cuti; 
c. Perlindungan; dan 
d. Penegembangan kompetensi. 
Adapun mengenai Kewajiban Pegawai ASN terdapat pada Pasal 23, 
yaitu : 
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
pemerintah yang sah; 
b. Menjaga persatuan dan kesatuan negara; 
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 
berwenang; 
d. Mentaati ketentuan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 





f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, uapan 
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar 
kedinasan; 
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 




Kemudian di Pasal 24 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut 
mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawa ASN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
4. Objek Penjatuhan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai negeri Sipil, 
badan atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan 
pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan 
pelanggaran dsiplin harus mengeluarkan keputusan (beschikking). 
Keputusan yang dirasakan merugikan Pegawai Negeri Sipil inlah yang 
menjadi “pangkal sengketa” yang perlu mendapat penyelesian secara adil. 
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Dalam kaitan ini, upaya administrastratif adalah prosedur yang dapat 
ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman 
disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding 
administratif.Adapun keberatan yang dimaksud adalah upaya administratif 
yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
63
 
Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang 
dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
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Mencermati hal tersebut, pada dasarnya hak untuk membela 
kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dimiliki 
oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela 
kepentingan hukum, khususnya dalam hubungannya dengan Keputusan 
TUN telah dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, bahwa orang atau bdan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN berhak yntuk 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berweanang yang 
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berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan 





5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai 
Negeri Sipil  
Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan 
bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai 
unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, 
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
66
 
Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, Pasal 30 Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan 
ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Untuk 
mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak 
diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam 
menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib 
dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih 
produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan 
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Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. 
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah 
melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap 




Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang 
dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.Hal ini dimaksudkan 
sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta 
memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.Demikian juga 
dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum 
telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.Penjatuhan hukuman 
berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat 
ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, 




Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
disebutkan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : “Pegawai 
Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, 
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dan merata dalam penyelengaraan tugas Negara, pemerintahan, dan 
pembangunan. 
Dari bunyi Pasal 3 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa : 
1) Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi 
adalah unsur aparatur Negara. 
2) Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri bertugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :  
a. Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnya tidak 
melakukan perbuatan yang berisifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, 
dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih. 
b. Adil , dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus 
bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun. 
c. Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan yang 
dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya.
69
 
3) Sebagai unsur aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya 
menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu 
melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk 
kepentingan rakyat banyak.  
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B. Pengertian Fiqih Siyasah 
Istilah Fiqh secara etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dar 
tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam 
dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan 
tertentu. 
Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang 
berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan 
pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan 
bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.
70
 Secara terminologis, 
Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 




Dalam pembahasan masalah ini, Fiqih Siyasah yang berkaitan adalah 
Fiqih Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah 
adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 
serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah 
tentu ruang lingkup ini sangat pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di 
dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 




                                                             
70
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, hlm. 3. 
71
Ibid., hlm. 4. 
72
H. A. Djazuli, Prof. Fiqh Siyasah Impementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini 
penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak Ditinjau dari Fiqih 
Siyasah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
telah megiplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun 
pada kenyatannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena 
masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Siak yang masih melakukan pelanggaran disiplin. Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan pemerintahan 
Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya 
dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Tidak 
maksimalnya kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Siak dalam pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam 





Pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
terhadap ketentuan disiplin masih belum berjalan dengan lancar. 
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah ini, 
yakni : 
a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin PNS kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak. 
b. Kurangnya sumber daya manusia. 
c. Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam menaati 
peraturan yang telah di tetapkan. 
d. Penegakan hukuman yang kurang tegas. 
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak 
di tinjau dari Fiqih Siyasah, dalam mewujudkan implementasi disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak sudah 
berjalan dengan baik, meskipun masih adanya pelanggaran disiplin, 
terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil (tabi”in) yang melanggar 
aturan disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 
mereka lakukan, dan Kepala Dinas (ulil amri) sudah bersikap amanah 





melakukan pengawasan secara melekat dan reward yang diberikan 
terhadap PNS yang mematuhi aturan disiplin. 
 
B. Saran 
Mengacu pada hasil penlitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan 
diatas, maka penulis memerikan saran sebagai berikut: 
1. Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak yang meliputi 
Kepala Bagian dan Subbagian perlu melakukan pengawasan intensif 
terhadap para bawahannya untuk menaati ketentuan kerja, dimana pada 
saat yang sama pimpinan juga harus menaati ketentuan kerja terkecuali 
dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan 
pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. 
Dan di sisi lain juga sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk 
pembangunan ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih 
efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh 
tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil  ini disosiolisasikan untuk pembangunan ASN yang 
diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan 
berwibawa serta mampu mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN di kantor Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dalam upya peningkatan kesadaran 





berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini 
dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas. 
4. Menurut pandangan Fiqih Siyasah diharuskan pemimpin itu harus menaati 
peraturannya karena hal ini berhubungan dengan hablu minnas dan hablu 
minallah, karena sebagai ulil amr harus menaati peraturan yang telah 
dibuat dan menjadi contoh dan suri tauladan bagi bawahannya agar terjadi 
keseriusan dalam mengemban amanah, karena amanah itu berujung 
kepada kemaslahatan umat. Dari aspek Fiqih Siyasah pun dalam 
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